PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2007
’ _ | ;' ‘ TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
% . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan
dan pembangunan Daerah, maka perlu dikelola
secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. bahwa  dalam rangka pengamanan  barang
Daerah, perlu adanya administrasi pengelolaan
} i, : _ ‘ barang daerah secara mantap dan profesional;

c. bahwa dengan dilikvidasinya perangkat vertikal
menjadi perangkat Daerah membawa konsekuensi
| bertambahnya barang milik Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, b, dan c.di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

- Barang milik Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang ‘Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.
|-

\ : 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19460 Nomor 104,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomar 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 fentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R

R Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ‘

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 featang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ’ren’r ne

. Pokok-okok Kepegawaian (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo

Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 3041); ;
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Unaang-uvnaaiig - =1 o
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas
dari  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negard Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Teniang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 372 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun ~004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 4437)
sebagaimand telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Taghun 2005 tentand penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undangd
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang.
pPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4548 ) .

undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesia
Nomor 4438); ]

peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

‘penetapan  Mulai Berlakunya  Undang-uUndang

Nomor 12,13, 14, dan 15 Tahun 1950 -(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangdn Dinas  Milik
Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59,
Tarmbahan Lembaran Negara Nomor 1967 ) .

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara - Republik
indonesia  Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3573)
sebagaimana telah diubah dengan Perafuran
pemerintan  Nomor 341 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
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12.

!

14,
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16,
17.
8.
19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Z2uuu 161 vy
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan " Pemerinfah. Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah .dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik /
Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor. 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaga Negara
Nomor 49, -Tambahan Lembaran Negara Nomor
4503 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada -Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); ' 3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Temong-

"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
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Bagi Pelaksanaan Pembangunan uimiua nep....
Umum ;

S —

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang
Tata Car‘o Penjualan Status Rumah Negara;

Kepufuscm Presiden Nomor-81 Tahun 1982 tentang

Perubcrhon Atas Keputusan Presiden Nomor 134
Tahun 1974 ’reniong Perubahan Penetapan Status
Rumah Negerl

Kepufuson Presnden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Doerohf

Keputus!cm Presiden Nomor 80 Tohun 2003 1emong
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

Keputdson Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2001 Ten’rang Sistem Informasi Manafemen Barang
Doeroh

Kepu’fuson Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode
Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun
2004 | tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah;

Kepufuson Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 1en’rong Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
yang Dipisahkan;

Perotluron Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
’rentcli"ng Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

Peroﬂurdn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006| tentang Pedoman ‘Pengelolaan Keuangan

- Daerah; - -

Dengldn Persetujuan Bersama

|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Menetapkan

dan
BUPATI KLATEN

f MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
I

DAERAH

1
|
i

|

i
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BAB | i
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj, yang dimaksud dengan:

.-

2.

3.

10.

12,

14.

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

Bup_oﬂ adalah Bupati Klaten.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah

Kabupaden Klaten.

Satuan Kerja Perongkd’f Daerah, yang Selonjpmyo disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik
daerah. =

Unit kerja adalah bagian SKP[j ydng melaksanakan satu atau beberapa

- program.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian., penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalaph Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedomon serTo melakukan
pengelolaan Borong Milik Doeroh -

. Pejabat yong berwenang Odalo_h Pejabat Pemerintah Daerah yang

berwenang membina dan mengawasi pengelolaan Barang Daerah.

Koordinator Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjuinya disebut
Koordinator Pengelolaan Barang adaiah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab
dalam mengkoordmomkan pengelolaon barng milk Daerah sebagai
Pembonfu Pengelola Barang.

. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mempunyai kewenangan dalam penggunaan Barang Milik Daerah yang
berada di bawah pengelolaan Satuan Kerja yang bersangkutan.

kuoso Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna

barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

-
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21.

22

23,

24.

25,

26.

27

28,

B Sesmeoong Barang / Bendaharawan Barang adalah Pegawai yang diserahi

S0aE unfuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang persediaan
SseSop unif kerja / SKPD.

®engurus Barang Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus Borqng Daerah yang ada di setiap Unit Kerja / SKPD.

. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah

Kabupafen Klaten yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga bdrong menurut jenis,

spesuﬂkom serTo kualitas dalam 1-(satu) perlode tertentu.

. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai Jems SpeSlflkOSl dcm

kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

. Standarisasi Kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana  yaitu

pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan lain-lain
kebutuhan yang memerlukan standarisasi,

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

‘barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang

telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dosor dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

Penganggaran adalah kegiatan atau  findakan untuk  merumuskan
penentdan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi
anggaran yang tersedia. '

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang Daerah.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang
dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas quok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daergh yang tidak
dipergunakan sesuai - dengan fugas pokok dan fungsi satuan -kerja
perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama
pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jongko wakiu Te‘r‘fen’ru dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai oc;lolc:h penyerahan penggunaan barang antara pemerintah
pusat dengan pemermioh daerah dan antar pemerintah daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu

- tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Kerjasama pemanfaatan addlah pendayagunaan bdrong milik daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktiu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
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29. Bangun guna serah adalah pemonfedton barang milik daerah berupa

30.

31
32,

G

34.

35

36.

37 .

38.

39.

fanah oleh pihak lain dengan cadra mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya

diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

Pengamdnan adalah kegiatan atau  findakan pengendalian dalam
pengurusan  barang daerah dalam = bentuk fisik,  administratif,
pengasuransian dan tindakan upaya hukum.- :

Pemeliharaan adalah kegiatan gtdu tindakan yang dilakukan agar semua
Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna. - -

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selekfif didasarkan

pada data/fakta yang obyekiif dan relevan dengan menggunakan

metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari  pejabat  yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
barang dan/atau pengelola barang dari ianggungjawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
sebagal tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. -

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada.
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian dolom bentuk barang, sekurang-
kurangnya dengon nilai selmbong

Hibah adalah ;pengohhcn kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Pusat, antar pemerintah daerah, dari pemenn’roh daerah kepada plh(]k lain
tanpa memperoleh penggantian. :

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisafkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada badan usohc milik daerah atau
badan hukum Iomnyq yang dimiliki daerah.

| -




40.

4].

42.

43.
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A :
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang m.elipuﬁ pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. e

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, ~pencatatan
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Penyimponon' adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang
atau ruang penyimpanan lainnya. X

Penyaluran adalah kegioion untuk menyalurkan/pengiriman barang dari
gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai.
BAB Il .
‘MAKSUD DAN TU_JUAN

= : Pasal 2

Maksud péngeloloon barang milik doerdh adalah untuk mengamankan barang
milik daerah dan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang
milik daerah. =

®-

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang Daerah adalah untuk :

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pemhangunan daerah;

b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang;

c. mewujudRan pengelolaan barang daerah yang tertib, efekiif dan efisien.

C
@

Gl

) BAB Il
ASAS

- ~Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan
oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, - koordinator
pengelolaan barang, pengelola barang dan Bupati fesuai  fungsi,
wewenang dan ;’ronggu‘ngjowab masing-masing.

Asas kepastian | hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan be_'rdosorkon hukum dan peraturan perundong—undongon.

Asas fransparansi dan keterbukaan yaitu pehyelenggoroan pengelolaan
barang milik daerah harus fransparan terhadap hak masyarakat dalam

memperoleh informasi yang benar.

Asas efisiensi ydiT_u pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesudi batasan-batasan ~ standdr




(1)

(2)

Pengelolooﬁ barang milik Daerah meliputi: ' : ?

berencondan k'eb'uiuhan' dan p_ehgdnggorqn; : ' oy 2

.
.

kebutuhan yong diperlukan dalam rongko menunjang penyelenggoroon
‘rugos pokok dan fungsi pemerintahan secara optimail.

Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai bc:rcmg dalam rangka
opfimalisasi pemanfaatan dan pemmdahionganon borcmg milik daerah
serta penyusunan neraca pemerintah.

BAB IV
& RUANG LINGKUP
: .~ Pasal 5 7
Barang 'milik Daerah melipu’ri ' R R e

a. barang yang dlbeh atau- dlperoleh o’ras beban Anggaron Pendopo’fon
dan Belanja Daerah (APBD) ;

. barang yang berasal dari perolehdn lainnya yang‘so'h;

Barang sebagaimana dimaksud podc ayat (1) hurut b meliputi;_

a. Barang yang diperoléh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjonjfan/kon’frok;
c. Barang yang diperoleh berddscrkon ketentuan undong-Qndong; atau

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengodllan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan;

pengomcnonj?}ddn‘ pemeliharaan;

penilaian;

penghopusoh:
pemindahtanganan;
penotdusohoon;

{

pembihaan, pengawasan, dan _pengenddlion. £ ' S *
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. . PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

' Paseal: 7.

(1) Bupati berkedudukan sebogcn Pemegong Kekuasaan Pengeloloon Borcng
Milik Daerah.

. (2) Bupo’n selaku Pemegang Kekuosaon Pengelolaan Borang Milik - Daerah
i sebagaimana dimaksud pada oyot (1) mempunyadi wewenang:

a. menetopkon kebijakan pengelolaan Barang Milik Doeroh,

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan Ofou pemind‘oh'fdngonon
tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamoncxn Barang Milik Daeroh

mengajukan  usul  pemindahtanganan ‘Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujul usul pemindahtanganan dan penghopuson Barang Milik
Daerah sesuai batas kewenangannyad ; dan

f.  menyetujui usul pemonfoa’ran Barang Milik Daerah selain  tanah
don/o.Tou bangunan. ‘

Q.

(3) Dalam p_engeloloan_borongzmilik Daerah, Bupati dibqn_’ru‘oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; _

b. Koordinator Pengelolaan Barang selaku Pembantu Pengelola Barang;
c. .Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;

d.. Kuasa Pengguna Barang;

e. Pemegang Barang / Bendaharawan Barcng dan

f.” Pengurus Barang.

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah berkedvud'ukoh sebngi Pengelola Barang:
(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan berfanggung
jawab: :

a. méne\‘opkon pejobot yong mengurus don menyimpan Barang Milik
Daerah;

b. meneliti dan menyeTij rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhon pemeliharaan /perawatan -
Barang Milik Daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfoofcn penghopusan dcm
pemindahtanganan Barang Mlilk Daerch yang ’reloh disetujui oleh Bupati
. atau DPRD;

e. melakukan kOOdenCISI dalam pelokscmqan"lnven’forlsom Barang Milik -
Dderah; dan 4

f. ' melakukan pengowoson dan pengendcllon cﬂos pengeloloon Barang
Milik Daerah. :

Posdl 9

(1) Kepala ﬁotuan Kerija Perangkat Daerah yong tugas pokok dan fungsinya
mengkoordinasikan - pengelolaan borong milik "daerah berkedudukan
sebagai Koordinator Pengelolaan Borqng
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(2) Koordinator Pengelolaon Borong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai Pembantu Pengelola Barang dan sebagai Pusat Informasi quong
Milik Daerah (PIBMD).

Koordinator Pengelolaan Barang mempunyaqi Wewenang dan
tanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik
caerah yang ada pada SKPD.

foordinafor Pengelolaan Barang mempunyai tugas membantu kelancaran
pelaksanaan tugas Pengelola Borong dalam rongko pengelolaan Barang
milik daerah, antara lain : v

a. mengkoordinasikan penyusunan standarisasi borong kebufuhon dan
harga dengan SKPD terkait; ;

b. mengkoordmomkon penyusunan Rencana Kebu’ruhon Borang dan
Rencana Kebufuhan Pemeliharaan dari tiap- hop SKPD;

c. meneliti Rencana Kebuiuhon Barang dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang’ dari masing-masing SKPD un‘ruk penyusunan’
* Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah Dan Rencana Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Borong Daerah;

d. mengkoordmosnkon dan meneliti Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang dari masing-masing SKPD  untuk
menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Pemeliharaan
Barang Daerah dan mengusulkan penetcpcmnya kepcdo Pengelola-
Barang; : ~

e. mengkoordinosikon dan menyusun hasil pengodqcn-borqng dari masing-
‘masing SKPD dan mengkompilasikan untuk diadikan lampiran
perhltungan APBD Tohun bersclngku’rcm ; :

f.  mengkoordinasikan penerlmoon borong yan berasal dari pihak kefiga
* berupa hlbOh bantuan don sumbongcm ser’ro meloporkcnnyo kepada
Bupati; :

g. mengkoordindsikan dan menyusun laporan, serta meneliti dan membuat
daftar hasil  pemeliharaan barang dari masnng masing SKPD, sebagai
= lampiran perhl’rungan APBD; '

h. mengkoordmlr bOrong barang dcn pengadoon mosmg masing SKPD
untuk dunvenfonsaa

- mengkoordmmlkqn dan mengusulkan 'penggunoon/pemanfcoton

barang. milik Daerah dari masing-masing SKPD/Uni‘r‘Kerj’o kepada
Pengelola Barang; e

{: ~mengkoord|nosnkon pengomonon barang Daerah yang berada di |
SKPD/UnIf Kerjo : o

- k. mengkoordinasikan: pemlndohfongcnon barang quroh sebagai tindak '

lanjut peloksonoon penghopuson




—

melaksanakan ‘ penatausahaan barang Daerah  yang mellpu’n
pembukuan, inventarisasi dan pelcporon sesudai peron‘uron perundang-
undongon yang berlaku;

: mengkoordmdmkon penyaluran barang Doeroh kepada SKPD/Unit Kerja;

menwmpqn bukti kepemlllkon barang Doeroh

. melaksanakan penilaian barang Daeroh

mengkoordinasikan don menyusun Icporcm mUk]Sl barang Daerah
secara periodik; ,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang Daerah; dan

mengkoordinasikan penanganan barang Daerah yang hilang akibat
kelalaian pengelolaan barang Daerah oleh Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Barang dan Pengurus Barang.

-

Pasal 10

(1) Kepala SKPD berkedudukan sebagai Pehggun'o,‘ Barang. .

(2) Kepala SKPD sebqgcumdno dlmaksud pada ayat (1) ‘berwenang dan
bertanggung jawab unfuk :

G.

Mengaijukan rencana kebu’ru'hcm' barang milik daerah bagi satuan ‘kerjd
perangkat daerah yang dipimpinnya.

Mengajukan permohonan penetapan staius untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah.

. Melakukan pencatatan dan inventarisasi bdrcng milik daerah yang

berada dalam penguasaannya.

. Menggunakan  barang - ,.milik . daerah. yang . berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Tugcls pokok dan
fungsi sotuon kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Mengamankan dcm memelihara bcrang milik daeroh yang berada -
dalam penguosoonnya : ‘

Mengowkan usul pemindahtanganan  barang mlllk daerah berupa
tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan perse’ruluon DPRD
dan barang milik daerah selain ’foncth dan bangunan.

. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk

kepentingan penyelenggoraon tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepoda Bupati melalui Koordinator
Pengeloloon Barang Doeroh

Melokukan pengawasan dan pengendalian atas pénggunaon barang
milik daerah yang ada dalam penguasaannyd. :



Menyusun dan menyomponkon Laporan Borong Pengguno Semesteran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada

dalam penguasaannya kepada pengelola Barang melalui Koordlncﬁor
Pengelolaan Borong

Posol 11

(1) Unfuk kelancaran dan keterhban pengeloloon barang milik Daerah pada

SKPD, Kepala SKPD seloku Pengguna Borong dapat menunjuk Kuoso
Pengguna Barang.

(2) Penunjukan Kuasa Pengguno Barong sebogcumcmo dimaksud podo oyof (1)
ditetapkan dengan Keputuson Pengguna Borung

(3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pddo ayat (1) bertugas
mentbantu Pengguna Barang dalam pengelo!oon barang m|hk Doeroh
yang berada di dalam penguasaannya.

2 : RPasdl’:12

(1) Pada setiap. SKPD / Unit Kerja difunjuk 'se.orohg Pemegang Barang /
B - Bendaharawan Barang dan seorang Pengurus Barang.

(2) Regnunjukan Pemegang Barang™/ Bendohdrowon Barang dan Pengurus
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Kepumson Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.

(3) Pemegang Barang / Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagal pembantu
Pengguna Barang dalam mengelola barang milik Daerah di SKPD masing-
masing.

BAB VI
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

(1) Pengguna barang merencanakan kebutuhan barang dan  rencana
= kebutuhan pemeliharaan barang yang dituangkan dalam Rencana Kerja
9 . dan Anggaran SKPD dengon memperhatikan ketersediaan barang milik

Daerah yang cndo :

(2) Perencanaan kebutuhon borong dan rencana kebutuhan pemeliharaan
bgrang sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) berpedomon pada standar.
barong standar kebufuhon dan standar harga.

(3) Penyusunan s’rondcr barang, standar kebufuhon dan standar harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator
Pengelolaan Barang dengan Instansi atau Dinas teknis terkait.

(4) Standar barang, standar kebutuhan dan s;’[cmdqr harga sebagaimadna
~dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengelola Barang.

 Pasal 14

(1) Pengguna barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang dan
rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang diagjukan oleh Kuasa
Pengguna Borong di lingkungan SKPD yang dipimpinya. ~ -
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(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang dan
rencana kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada
-ayat (1) kepada Pengelola Barang melalui Koordinator Pengelolaan Barang.

(3) Pengelola Borong bersama Pengguna Barang membahas usulan Rencana
Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan data
barang pada Pengguna Barang dan / atau Pengelola Barang untuk
ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai bahan penyusunan APBD.

Pasal 15 e

(1) Setelah APBD ditetapkan, Pengguna Barang menyampaikan Daftar
Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Daerah (DKPBD) pada masing-masing: SKPD kepada Pengelola
Barang melalui Koordinator Pengelolaan Barang . :

(2) Koordmator Pengelolaan Barang meneliti DKBD don_DKPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Daftar Kebutuhan
Barang Daergh (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaaan Barang
Daerah (DKPBD)

iz

(3) _.DKBD dan DKPBD sebogcumono dimaksud pada oyd’r (2) ditetapkan oleh
Pengelola Barong

~ Pasal 16

Tatacara perencanaan kebutuhan dan pengonggaron dengon berpedomcm
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

BABVII -
 PENGADAAN

Pasal 17

Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. efisier  berarti  pengadaan - barang - harus  diusahakan . dengan
‘menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang dn‘etopkon dalam wckfu sesingkat-singkatnya dan dapat |
diper’ronggungjawabkon ~ : A

b. . efekiif berarti pengadaan bor-ng harus sesuai dengan kebutuan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yong sebesor—besomyo sesuai
dengon sasaran yang ditetapkan;

~c. terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang harus terbuka bagi

penyedia borang yang - memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdosquon ke’mnfuon dan prosedur
yang jelas dan trasparan;

¢l trdnspordn berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
bdrang, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,
hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifat terbuka pagi
peserta penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada
umumnyda;



(1)

15
R ¢ Sdak diskriminatif berarti memberlkcn perlokucn yang sama bagi
WSS calon penyedia barang ‘dan  tidak mengarah untuk memberi

- keuntungan kepada pihak - tertentu, dengan cara dan atau alasan
apapun; :

akuntabel berarti harus mencopon sosaron baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan

pelayanan mosyorokot sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan borong

Posol 18

Pengadaan barang daerah dlloksonckon oleh Pejobci Pengodoon / Panitia
Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan.

(2) 'Totocoro pe!oksonoan pengodoon borong daerah baik berupo barang

(2)

()

bergerak maupun barang tidak bergerak dilaksanakan  sesuai dengon
ketentuan peraturan perundang undangan yang berloku

: Pasal 19
Hasil penggddon barang milik Daerah yang dilokukan oleh SKPD waijib
dilaporkan kepada Pengelola Barang melalui Koordinator Pengelolaan
Barang berikut dengan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dokumen
lainnya yang menguatkan kepemlhkan/penguasqn barang tersebut.

Penyerahan barang. Daerah hasil pengadaan sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Berdasarkan laporan hasil pengadaan sébogoimono‘ dimqksud‘dolom Pasal
19 Pengelola Barang dengan: dibantu Koordinator Pengelolaan Barang
membuat rekapitulasi barang -milik Daerah dari hasil p‘engodcon SKPD.

Rekapitulasi- barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pado ayat (1)
sebagai bahan penyusuncm Daftar Hcsul Pengodoon (DHP) barang milik
Daerah.

HiPgsali2]

Selain Penerimaan. Barang yang berqsal dari pengadaan yang dilaksanakan
SKPD, Pemerintah Daerah dapat menerima barang yang berasal dari :

a. peme'nuhdn kewoubon Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah-
berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dcm suatu perizinan wajib
dilaksanakan kepada Bupati.

b. penerimaan Barang dari Pihak Kehgo berupa sumbangan, hibah, wakaf,
dan penyerohcm dan mosyorokot atau pemenntoh diserahkan kepodo
Bupoh :



&

- (4)

(1) st

(2)

10

Pengelolaan Barang rﬁenca’rd’f memantau, dan aktif
penagihan kewoubon PIth Ke’ﬂga sebagaimana dimaksud
{1).

n dar Pihak Ketiga sebcgclmano dimaksud pada ayat (1) dan

ayart (2], dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan- disertai
dengon dokumen kepemlllkon/penguosoon yong sah.

Hasil penenmoon sebagaimana dimaksud pado oyot (]) dlco’rcﬁ dalam
daftar inventaris borong milik daeroh

Vi TR 'BABVIII'X
' PENGGUNAAN
5 " Pasal 22

S’rotus penggunaon borong milik doeroh dl’re‘rapkon oleh Bupoh

Penetapan status penggunaan barang milk daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan k:tiacaro sebogcl benku'r

. a. Pengguna Barang mela_porkon bdrang milik daerah yang diterimanya ’

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;

b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul
penggunaan dimaksud kepada Bupati  untuk ditetapkan  status
penggunaannyd.

b " Pasal 23

Barang milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, guna dioperasikan oleh
Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayonon umum sesuai dengan
1ugos pokok don fungsi SKPD yang bersongku’ron

Pengoperosmn barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasdrkan perjanjian antara Kepala SKPD dan Pihak yang

raengoperasikan barang milik Déerah pada SKPD yang bersangkutan.

Status penggundoh barang milik Daerah sebqgoimano dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKP'D :

Tatacara pengoperasian barang milik Daerah sebogalmono dlmoksud
poda ayat (2) dlo‘iur dengonfquLuLgn Bupati. 5 *

Posol 24

Penetapan s‘roiué penggundon tanah dan atau bahgunon dilakukan
dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut diperlukan ‘
untuk kepentingan penyelenggaraan fugas pokok dan fungsi pengguna:

barang dan atau kuasa pengguna barong yang bersongku‘ron

Pengguno barang dan atau kuoso pengguna barang wadjib menyerahkan
tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud
padd oyo’f (1) kepodo Bupati meloluu Pengelolo Borcmg




(1)

(3)

(2)

@

)

(2)

i

Posol 2‘5

Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan atau bongu-ncn
yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak -

“digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungm instansi yang

bersgngku’ron

Dalam menetapkan penyerahan sebqgairhono dimaksud pada ayat (1)
pengelola barang memperhatikan hal-hal sebogqi berikut: ‘

a. standar kebutuhan tanah dan atau bangunan uniuk menyelenggorokan
' dan menunjang tugas pokok dan: fungsi mstons\ yang bersongku‘ran

b. hasil audit cms penggunaan ,Tanoh dan atau bonguncm.

-

Tindak lanjut’ pengelolaan atas penyerahan tanah dan atau bangunan
sebagaimana dimoksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggordan tugas pokok
dan fungsi lnsmnSI pemerintah lainnya; :

b. dnmonfootkan dalam rongko opfimalisasi bc:rong milik doeroh

LA, dlpmdohtongankon.

:  Pasal 26

Pengguna barang yang tidak menyerahkan tanah dan dtau bangunan
yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi -
instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuon
dana pemehhoroon tanah don atau bongunon dimaksud.

Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesum dengon Pasal 26
ayat (1) dicabut status penggunaannyo :

BAB IX
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria '-Pemanfdatqn

Pasol 27

Pemanfaatan borong doerah berupct tanah dan atau bangunan
sebagaimana ‘d|moksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh -
pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan o’fcu'»bcngun'on yang
diperlukan untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan fugas pokok:
dan fungsi pengguna barang / kuasa pengguna barang dilakukan oleh
pengguna borang dengan perse’rujucm'pengelolo Barang.

!

(3) Pemanfaatan barang milik daeroh selain’ ’ronoh dan atau bcmgunon

d.nloksonokon oleh pengguno borong dengan persetujuan pengelolo
borong : LT 2

e,
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L)

d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

- ' 18
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(4) Pemanfadtan barang milik daerah dlloksonokon berdasarkan per’nmbongon

’reknls dengan memperhohkon kepentingan doeroh dan kepentingan
umum.

Bagian Kedua -
Bentuk Pemanfaatan

Posol 28
Bentuk- bentuk pemonfoo’ron barang milik daerah berupa :
a. sewa; v
b. binjom pakai ,':

c. kerjasama pemanfaatan: dan

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 29
(1)*Penyewaan borong milik doeroh dlloksonokon dolom bentuk

0 Penyewoon barang milik daerah atas tanah dan / mou bohgunon yang
sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;

b.Penyewaan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dlmOkSUd dalgm Pasal
27 ayat (2);

c. Penyewaan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunon.

(2) Penyewaan atas bdrang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a. dilagksanakan oleh pengelolo borong setelah mendopot
perse’rUJucn Bupati.

(3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf B dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan dari pengelola barang.

Ry ek : " Pasal 30

(1) Barang milik doeroh dapat disewakan kepodo plhuk lain sepanjang
mengun’rungkoh doeroh

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling Iomo lima tahun dan
dapat diperpanjang. .

(3) Penetapon formulo besoron Torlf sewda dlte’fopkon berdosorkon Peraturan
Daerah.’

(4) Penyewaon dilaksanakan berdasarkan surat perjonjlon sewda menyeyvo
yang sekurong kurangnya memuat




(o

19

a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian:
- b. jenis, luas , atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktunya;

c. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu penyewaan;

d. persyaratan lain yang dionggqp perlu.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaadn daerah ‘dan seluruhnyc waijib
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. ~

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 31

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah atau cmTor pemerintah daeroh.

(2) Jangka wakiu pinjam pakai barang milik dceroh palmg lama dua tahun dan

dapat dlperponjang Iagl

(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjonjlon yang sekurang -
kurangnya memuat :

a. pihok—pihok yang terikat dolom perjanjian;

b jenis, Iuos atau jumlah borong yang dlpanGkan dan Jangko waktu
. peminjaman;

c. tanggungjawab peminjom atas biaya operasional dan pemelihorcdn
selama jangka waktu peminjaman;

d. persyaratan lain yang'dionggop perlu.
' Bagian Kelima
Kerjasamc Pemanfaatan

2:Pasal32

. -
-

Kerjcsomo Pemanfaatan barcmg mlllk daerah dengan pihak lain dilaksanakan
dalam rangka : -

a. mengopﬁmolkon daya guna dan hasil guna barang milik doerah;i
b. meningko’rkdh penerimqah pendapatan daerah.

-Pdsal 33

(1) Kerjosomo pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk

a. kerosomo pemanfaatan borong milik daeroh atas tanah don/otou
bangunan. yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada
Bupofg
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b. kerjasama pemanfaatan atas sebogldn ‘ronoh dan/ atau bangunan

yang masih digunakan oleh pengguna barang;

C..kerjasama pemanfaatan atas barang milik doeroh.seloin_’ronah dan/atau

bangunan,

(2) Kerjasama pemanfaatan atas borong milik daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barag setelah
mendapat persetujuan Bupch

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dan ¢, dilaksanakan oleh penguna barcmg setelah
mendapat persetujuan pengelola barang:

E% RS Pasal 34

(1) Kerjosomo pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan
ke’fem‘uon sebagai berikut :

Cl:

A

g.

tidak tersedia. atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pedapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional
/pemeliharaan/perbaikan yong dlperlukon terhadap borong m|||k daerah
.dimaksud ;

. mitra kerjasama pemanfaatan ‘di’fe’ropkon melalui Tehder “dengan

mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima’ peserta/peminat, kecuali
untuk barang milik daerah yang bersnfo’r khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung ;

. mitra kerjasama pemanfaatan harus rhemboyar kontribusi " tetap ke

rekening kas umum daerah sefiap fahun selama jangka wakiu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil

~ kerjasama pemanfaatan;

. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil

kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang
dibentuk oleh pejabat yang berwenang / Bupati;

. besaran pembgycrdh kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil

kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;

selama jangka wakiu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan

dilarang .menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang

menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

jangka waktu kérjoscmo pemanfataan paling lama figa puluh tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperponjang.

- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama
pemanfataan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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~ Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna -

Pasal 35

(1) B’qngun guna serah dan bangun ‘seroh.guno barang milik daerah dapat
dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut”

a. penggund barang merherlukcn bangunan  dan . fasilitas  bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rongkq penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya; dan

b. fidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Bel.on]o Daerah
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. :

(2) Bangun _guna serah dan bangun serah gund “barang milik doerdh.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati. ‘ 2 ’ '

(3) Tanah yang status pengguhaannyd ada pada pengguna barang dan telah

‘ di.renconakon untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggund

| barang yand bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan
@ : bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

(4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola - barang dengan mengikutsertakan
pengguna barangd dan/atau kuasa penggund barang sesuai tugas pokok
dan fungsinya. -

Pasal 36

Penetapan status penggunaadn barang ~milik - daerah sebadai hasil  dari
pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh
Bupati dalam rangka penyelenggorcdn tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah terkaif. - : : v

Pasal 37

-~

G (1) Jangka wakiu bbngun guna serah dan bangun serah guna paling lama figa
- puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitta bangun guna serah dan mifra bangun serah gund
dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurong~kurongnyo
~lima peserta/ peminat. '

(3) Mifra  bangun gund serah dan mitra bangun ‘serah guna ydng telah
ditetapkan, selama jangkd wakiu  pengoperasian harus  memenuhi
kewaijiban sebagai berikut:

a. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang
_besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk
~ oleh ;Bupcn‘i. Sl : _ :

B Tido?men]qminkdn, menggadaikan atau memlndah’tongcnkon objek
bangun guna serah dan bangun serah guna. " 5y

|




s

-

< Wemelihara objek bangun guna séroh dan bangun. serah guna.
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil
bcmgun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan

langsung untuk penyelenggoroon tugas' pokok dan  fungsi pemerintah
daerah.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan
s'urm‘ perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjdnjion;'
b. Objék bangun guna serah dan bangun serah guna;
5 Jongkd waktu bangun guna serah dan »bcmgun Sefoh gunas

d. Hak dan kewajiban para pihak yang ’reﬁko’r dalam perjanjian; dan

e. Persyaratan lain yang dlonggqp perlu

(6) Izin mendirikan bangunan hasil bongun guna seroh dan bongun serah guno
‘ \ harus diatas namakan Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bdngun guna
serah dan bangun serah guna tidak dapat dlbebcmkon pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. ;

Pasal 38 |

-

(1) Mitra bangun guna seroh borong m|l|k daerah harus menyerahkan obyek
"bangun guna serah  kepada bupdati pada - akhir jangka waktu

pengoperasian, setelah d||okukon audit oleh Gporcﬁ pengcwoson fungsional
pemenntoh '

(2) Bangun seroh guna borong miik doerch dlloksanakan dé‘hgan ketentuan
sebagai berikut :

a T a. mifra bangun serah guna hor.us' menyerohkdn obyek bangun serah guna
Q kepada Bupoﬂ segera setelah selesdinyd pembongunon*

b. mitra bangun serah guna dapat mendoyogunokon borong milik daerah
tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dolom surat perjanjian;

c. setelah jangka wakiu pendoyogunoon berakhir, obyek bangun serah
guna ferlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati:

5 ' g T ; ' Pasal 39

Ketentuan lebih Ionju"[ mengenai fata cara }peloksqhodn‘sewo, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang
milik doérioh diatur dengan Peraturan Bupati. - :

| Sy i

{
|
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BAB X
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

‘Bagian Pertama
Pengamanan

-Pasal 40

‘ ('1) Pengelola barang, Koordinator pengeloldoh barang, pengguho barang

~dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang
- milik daerah yang bérada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik doeroh sebagaimana dimaksud bodo ayat (1)

meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik- dan pengamanan
hukum. i

: Poscﬁl'4_1

(1) Barang milk daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.

(2) Barang milik doeroh berupa bongunon harus dllengkopl- dengan bukti
kepemlhkon atas nama Pemerintah Dc:eroh

(3) Boro_ng mmk daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
- dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Doerdh :

(4) Pengamanan hukum barang mmk daerah dilakukan dengon upayda hukum
apabila Terjudl pe|0nggqr0n hak atau ‘rlndctk pidana.

Pasal 42

Barang milik daerah d‘apa‘r diasuransikan sesuai dengon kemampuan keuangan
~daerah dan ditetapkan dengon Keputusan Bupcm berdosorkon peraturan

perundong -undangan.
Pasal 43

(1) Bukti kepemlllklan barang mlhk daerah WCJJlb d|51mpcm dengan tertib dan
aman. :

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah” dilakukan  oleh
_pengelolko barang. ) -
| : Bagian kedua
S 3 _ -Pemeliharaan

qudl 44.

(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggungjawab
atas | pemeliharaan barang milk daerah yang berada di bawah:
peng‘uosaonnyo ‘

(2) Pemehhoraqn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomon pada
v Doﬁar Kebutuhan Pemeliharaan Borcmg (DKPB).
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B 800 pemeliharaan barang mmk daerah dibebankan podo Anggaran

Fendapatan dan Belanja Daerah.

¥ Koordingtor pengelolaan borcng daerah woub melckukon koordinasi atas
pemelhoroon barang doeroh yang dllokukon oleh SKPD.

1

Pasal 45

11 Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang
yong berada dalam kewenangannya dan “melaporkan/menyamnipaikan
daftar hasil pemellhoroon borong tersebu’f kepada pengguna barang
- secara berkala.

[2) Pengguna barang atau pejabat  yang ditunjuk. = meneliti  laporan
sebagaimana dimaksud © pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil -
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai
bahan untuk melokukon evaluasi mengenol efmensn pemehh’drocn barang
daerah.

-~ Pasal 46

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebogmmono dImGkSUd
Pasal 44 dilakukan oleh kepclo SKPD berdosarkcm Dokumen Anggaran
Satuan Kerja SKPD.

(2) Peloksonoon pemehhoroon barang sebogmmona dlmoksud ayat (1) Pasal

ini berpedomon pada Daftar Kebu’ruhcm Pemeliharaan Barang Daerah
(DKPBD).
Pasal 47

(1) Kepala SKPD ben‘onggung]owob untuk membuo’f daﬁor hosn pemeliharadn
barang dalam lingkungan wewenangnya dan waijib melaporkan  /
menyampaikan daftar hasil  pemeliharaan barang tersebut kepada
Pengelola Barang melalui Koordinator Pegelolaan bdrchg ; :

(2) Koodinator Pengelolaan barang  meneliti dan menyusun doﬁqr hasil
pemeliharaan barang yang  dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran
sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 48

Tata cara peloksonmon pemehhcraon borcng doerah dlcn‘ur |eb|h lOnJu’r dengan
Peraturan Bupo’rl :

BAB x| |
| | PENILAIAN.
2 | R - Pasal 49

Penilaian Barang Milik Doeroh dllokukcn dalam rangka penyusunon neraca

pemerintah  daerah, pemanfaatan, dan pemlndchfongonon Barang Milik
Daerah. e ‘




K
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Pasal 50

Pgnefopon nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusuhon neraca daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintattan (SAP).

Pasal 51

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bongunon dalam
rangka pemanfaatan atau- pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang

ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai independen yang
di’re‘ropkon oleh Bupati .

(2) Penilaian_ Barang Milik Daerah sebagaimana dxmcksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar,- dengan estimasi terendah
menggunakan NJOP

(3) Hasil penilaian Borong Milik Daerah sebogmmonu dlmoksud podo ayat (1)
: dn‘eiapkon oleh Bupo’n

"Pasal 52 .

(1) Penilaian barang milik daerah selain® tanah don/cﬁc:u bongunon dalam
rangka pemanfaatan atau pemmdqhtongonon dilakukan aleh tim yang
ditetapkan - oleh pengelola " barang, dan dapat melibatkan penilai
indehpenden yang ditetapkan pengelola barang. )

(2) AF’emIoncm barang ml|lk daerah sebagaimana dlmoksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pengelola barang.

-

~ BAB XIl
PENGHAPUSAN

Pasal 53 -

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi : :
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dcn/qtau kuasa pengguno
b. Penghapusan dari Dof’ror Bc:rang Milik Daeroh

.(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pcdq -ayat (1) huruf @ dllokukon

dalam hal barang milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barahg dan/atau Kuasa Penguna Barang.

(3) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Bupati
melalui Pengelola Barang dengan menyampadikan data dan keterangan
atas barang yang akan dihapus.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
penerbitan -Surat Keputusan Pengguna Barang fentang Penghapusan
Barang | Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna setelah mendapat
perseiuluan Bupati atas usul Pengelola Barang.

{5} Peloksoncon penghapusan  sebagaimana ~ dimaksud  pada oyo‘r (4)

; selcnjufnyo dilaporkan Kepda Pengelola Borong
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

- "‘Pasal 54
Penghapusan barang milik -Daerah dari Daftar Barang Mlllk Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan dalam

hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemlhkonnyo terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pengelola Barang mengojukon permohonan persemJuon penghapusan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati .
dengan menyampaikan data dan keferangon atas barang yang akan
dihapus. : :

Penghapusan sebcgolmona dlmaksud pado ayat (2) dllakukon dengon
penerbitan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik
Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah se?elah mendopoT persetujuan

‘Bupati.

: POSCI| 55

Penghapuson barang milik daerah dengan ’nndok Ionju’f pemusnohon
dilakukan OpObI|Cl barang milik daerah dimaksud:

a.tidak dapat d|gunokan tidak dopo’r dlmonfoo’fkon dan hdok dapat

dnpmdohtongonkon atau

b. oloson lain sesuai dengan ketentuan peroturcm perundong undcngon
yang berlaku. Fot

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pengguna barang dengan surat Keputusan dari pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud ayaf (2) dituangkan
dalam beri’ro dcara dan dilaporkan kepada pengelOId barang.

(4) Tatacara Pelaksanaan pemusnohon borang milik daerah dlotur Ieblh lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB X
: PEM]NDAHTANGANAN o

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 56

Bentuk-bentuk pemmdahiongonon sebagcu hndoklonju’r otc:s penghapusan
bOrong milik daerah meliputi ; .

a.
b.
s

d.

penjualan;

tukar menukar;

“hibah; dan -

r ' L0 :
penyertaan modal pemerintah daerah.

)
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: : : Pasal 57

| (1) Permindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dolom
: Pasal 56 untuk : ; o ' | '

a. tanah dan/atau bangunan;

: b.seloin tanah ddn/otou bdngunon-‘yang bernilai lebih dar
E : Rp.S.OOO.QO0.000,00 {lima miliar rupiah); ; ;

dilakUkan setelah mendapat persefujuan DPRD.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa fanah dan/atau
bangunah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan
persetujuan DPRD, apabila : : ”

G sudah fidak sesbai dengan tata ruang wilayah otdu‘penotoon kota;

b..hgrus_.di_hop\)skon karena .o_ngjgoron untuk b.dng'undn penggohﬁ sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran, - ‘

c. diperuntukan bagi pegawdi negeri;
~ d.diperuntukan bagi kepentingan umum.

(3) Usul untuk memperoleh pversetujuon DPRD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan oleh Bupati. =l

_(4) Pemindahtanganan bofcng milik daerah berupa tanah dan / atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola
barang setelah mendapat persetujuan Bupati. ‘
Pdsol 58 |

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dqn/oidu bangunan
yang bernilai sampai - dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima  miliar rupiah)
dilakukan oleh pengelola barand setelah mendapat persetujuqn_Bupoﬂ.

ﬁ." v(2) Barang milik Daerah selain fanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa ' s

a. kendaraan dinas;

b. peralatan kantor dan rumah fangga, seperti mebelair, mesin ketik, .
komputer, dan lain-lain; ' :

¢ mesin-mesin dan peralatan lainnya.

Bagian Kedua
Penjualan

| Pasal 59

(1) Penjualan barang milik daerah dapat berupa;

a. Tanah|dan atau bangunan milik daerah.
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b. Barang njil'ik doeroh_ selain tanah dan atau bdnguncxh.

-

(2) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

(3)

(4)

Q. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih:
b. secara ekonomis Iebih menguntungkan bogivdoé;rah apabila dijuol;"
c. sebagai pelaksanaan ke’renfuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjualan barang mlllk daerah dllokukon secoro lelong kecuali dalam hal-
hal tertentu. ' :

Pelaksanaan lelang penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kantor Lelang Negara.

(5) ‘_Pen'gecuoliqn_ sebogdimonq dimaksud pada qyd‘i (3) meliputi :

a. borong milik daeroh yang bersifat khusus; -

b. barang mlllk daerah lainnya yang dlfeiapkon Ieblh Ionjui oleh pengelolg
barang. :

.Pasal 60‘
Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dym (1) hurUf b dilakukan
dengcm ketentuan sebagai berikut : !

a.pengguna barang mengojukon usul penjualan k’epddo pengelola
barang;

=t pengelolo barang meneliti dan mengkaji Usul penjuolcn yang leJukon

(3)

(1)

oleh pengguna barang sesual dengon kewenangonnyo

c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak -
menyetujui usulan. penjualan yang diagjukan oleh pengguna barang
dalam batas kewenangannyd; ‘

d. untuk. penjuol;dn, yang memerlukoh persetujuan Bupati atau DPRD, |
pengelola bdrang mengajukan usul  penjualan  disertai  dengan
perfimbangan atas usulan dimaksud. ‘ T . :

Penerbitan pefse’fujuan péloksoridoh oleh pengelola barang untuk
Renjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dllcxkukon sefelah
mendapat persefujuon Bupcn‘l atau DPRD. ; :

Hasil penjualan borong milik daerah WCleb disetor seluruhnya ke rekening kas
umum daerah sebagai penerimaan daerah.

PQSOI 61

Kendaraan dinas yang dapat dijual -sebogoirﬁond dimaksud dalam Pasal 58
ayat 2 hurUf a terdiri :

a. Kendcnré]cm Perorangan Dinas; L , 3

o Kendargﬁon:_@p_erosnonql Dinas.
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2] Kendaraan Operasional Dinas sebcugcnmono dImClkSUd pada oyof (1]
b terdiri dari : ,

a. Kendaraan Operasional Dinas Perkam‘oroh;
b. Kendaraan Operasional Din.cls' Khusus. .
| Pasal 62
(1) Kendoroonr Dinas sebogalmdno dlrﬁoks’ud doldm Pasal 61 dapat dijual
apabila kendaraan dinas tersebut karena rusak don / atau tidak efisien lagi

bagi peloksonoan tugas Dinas.

(2) Penjualan kendaraan sebcgalmond dimaksud pada ayat (13 tidak boleh
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Posql 63

(1) Pelaksarfaan penjualan kehdoracn dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 dan Pasal 62 ditetapkan dengan Peraturan Bupati..

(2) Seluruh hasil pén]uolcn kendqraon idincs SEbogcimonG dimaksud bodo ayat
{1) disetor ke kas umum daerah, |

(3) Penghapusan dari daftar invén’roris bOrong milik daerah atas kendaraan
dinas yang telah dijual ditetapkan dengon Keputusan bupati setelah harga
jual kendaraan dinas dilunasi.

(4) Pelunasan harga penjuoldn kendaraan dinas yang dijual selambat-
lambatnya tiga bulan setelah tanggal penjualan.

Pasal 64

(1) Selama harga penjuolon kendoraon dinas belum dilunasi kéndaraan dinas

tersebut tetap masih menjadi milik pemenntoh kabupcﬁen dan fidak boleh :

dlplndohtongcnkon kepada pihak lain.

(2) Selama kendaraan fersebut belum dilunasi dan masih diperguho‘kqn

kepen’nngon dinas, biayad perbcukon dcm pemellhorocn ditanggung oleh
Pembeli.

(3) Bagi pembeli yang hdok dapat melunasi harga kendaraan sesuai dengan
-wakiu yang Telclh ditentukan dinyatakan batal dan dicabut haknya untuk
membeli kendaroon dinas dimaksud don selonjumyo kendaraan Tetap
menjadi milik Pemerintah Daerah. :

Posol 65.

Penjualan rumah milik doeroh ditetapkan oleh Bupcm dengon berpedomon
pada Peraturan Perundang undangan yang berloku




- Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 66
(1) _Tukor menukar bdrong milik daerah diloksanchn dengan pertimbangan

- d. untuk . memenuhi - kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan; ‘ ‘ e Al

b. untuk optimalisasi bqrongimili-k doerah;'don

c. fidak tersedia dana dalam Anggordn Penddpofdn dan Be’rénja Daerah.
L2 Tk menuqu bcrong milik daerah dapat dilakukan dengan plhok

a. pemerintah puscn ‘

b. ‘badan usaha milik doeroh atau badan hukum milik pemérin’foh'loinnya;

c. swasta. ' o ‘

T-

. Pasal 67

i Tukor menukor barang milik doeroh dapat berupa :

a. tanah dan/atau bongunon milik Daerah yong telah dlserohkon kepada
Bupoh :

£
&
[
i

b.tanah dan/atau  bangunan yang masih  dipergunakan  untuk
 penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetobon barang milik doerah'berupd’rcnoh dan/ atau bangunan yang
akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dllokukan
oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

@ (3) Tukar menukar sebagaimana dlmqksud pada ayat (1) huruf b diloksandkon
' oleh pengelola barang setelah mendapat persefujuan Bupati.

(4). Tukar menukar $ebogqimon0 dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
oleh pengguna porong setelah mendapat persetujuan pengelolo barang.

._Fosol 68

(1) T.'ukor. menukar barang milik dderahvsebogoimiohq dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola borohg men_gojukon usul tukar menukar tanah dan/atau
- bangunan = kepada - Bupati  disertai - alasan/pertimbangan  dan
kelengkapan data; ; R PN

31 Bupcﬂ[i meneliti dan mengkaji Olcson/perﬁmbcngon perlunyc tukar
menukor tanah dan/atau bangunan darl aspek teknis, ekonomis dan
yundls
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C. apabila memenuhl syarat sesuaqi percn‘urqn ycmg berlaku, Bupati dapat

memperhmbongkan untuk menyetujui dan menefupkon tangh dan/atau
bangunan yang' akan dipertukarkan;

d. tukar menukar tanah dcn/dfoo bangunan dilokscnokqn melalui prosés

persetujuan dengan berpedoman podo kefem‘uon pada Pasal 57 ayat
“ (1) dan ayat (4);

e. pengelola borcmg meloksonokan tukar menukar dengan berpedomon
pada persetujuan Bupati;

f. pelaksanaan serah terima barang yqng dilepas don ‘barang penggonh
harus dituangkan dalam berita acara serah terima borong

(2) Tukar menukar barang milik doeroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

(1 ) H|boh tgorong daerah dapat berupa :

ayat{1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pengguna barang méngqjukan usulan  kepada pengelola bofong
disertai alasan / pertimbangan kelengkapan data, don hasil pengkouon
tim intern lns’ron5| pengguno barang; .

b. pengelolc barang meneliti 'd_on mengkaiji alasan/pertimbangan tersebut
dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

cfopobildmémenuhi syarat sesuadi -peraturan 90ng berlaku, pengelola

. barang dapat memperhmbangkan un’ruk ‘menyetujui sesuai batas
kewenangonnya

d.pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengon berpedoman

pada persetujuan pengelola barang;

e. pelaksanakan serah Terlmq barang .ycmg dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- Bagian Keehpat
‘Hibah :

~Pasal 69

-

Hibah borang milik - daerah dllokukan dengan per’nmbongan untuk
kepentingan SQSIOl keogamoon kemonUSKmn dan psnhyelenggaraan
pemerintahan daerah. : :

HlbOh sebogmmono dlmaksud poda ayat (1), harus memenuhi syarat
sebagai berlkut '

a. bukan merUpokan barang rdhoslo Negara/Daerah;

b. bukan merupakan borong yang menguasai hajat hidup orang banyak;

c. fidak dlgunokon logl dolom penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

dcm penyelenggoroon pemerintahan doerah

I ‘ Pasal 70

-




; g
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1

) Eonol'; don/cﬁou bangunan milik daerah yong 1‘elc1h dlserohkon kepada
upo 1

_b'. fanah dan/atau bangunan yang dar awal pengaaaannya aiencariakar
untuk  dihibahkan sesuai yang - tercantum  dalam  dokumen
penganggaran; : g

~ €. barang milik daerah selain Tor_wci;h dan bangunan.

(2) Penetapan borong milik daerdh berupa tanah dan/atau bangunan yang
- akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. :

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pddc ayat 1 huruf a dan b dilaksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilo‘ksonokoh"oleh
pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 71

(1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dadlam Pasal 70 ayat (1)
“huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

" a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan

kepada Bupati disertai dengan olc:son/pen‘lmbongon dan kelengkapan
data;

b Bupati meneliti don mengkaiji berdasorkon per‘nmbongon don syarat
®  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

C.Gpobilo memenuhi syarat sesuai pérqiuron yang berlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; 2

[ d proses persetujuan hibah dilaksanakan berpedoman podo ketentuan
' Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4);

® e. pengelolo barang melaksanakan hibah dengon berpedoman podov
_persetujuan bupati;

f. pelaksanaan seroh terima barang yang dihibahkan harus dituangkan
dalam berita acaraserah terima barang.

(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 oyo"r (1)
huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pengguna barang mengdjukon'usulon’ kepada pengelola barang
. disertai alasan/pertimbangan kelengkapan data, don hasil pengkanan
tim interen instansi pengguno barang;

&, pengelolo barang menelifi dan’ mengkaiji berdosquan perhmbangcm dan
syor@‘r sebdgmmono dlmoksud Pasdl 71;.

|

{
|
|
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C. apabila memenuhi- syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola

borcmg dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai  batas
kewenongonnyo

d. pengguna borong melaksanakan h|boh dengon berpedoman pada
persetujuan pengelola barang;

-

e pelaksanaan serah terima borong yang dihibahkan horus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang.

- Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

_ Pasal 72

(1) Penyertaan modal Pemenntah Doeroh atas barang milik daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan
usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebogoimdnc dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai. dokumen -
penganggrannya diperuntukan bagi badan usaha milik daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugoson
pemerintah daerah;

-

©. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik
daerah atau badan hukum lainnya yang dimilki daerah baik yong sudoh
ada mcupun yang akan dibentuk.

Pasal 73 .
(1) -Penyertaan Modal Pemerin’foh Doeroh atas bqrcng daerah dcpot berupo :

a.tanah dan/atqu bongunon mlllk daerah yong Telah dlserohkon kepada
Bupati;

| ‘ : b-tanah don/omu bangunan yang dari awal pengcddcmnyo direncanakan
untuk disertakan sebagai modal pemerintah’ daerah sesuai yang
tercantum dalam dokumen penganggaran;

c. barang milik; daerah selain tanah don/drou bangunan.

(2) Penefopdn-b@rang milik daerah berupa tanah don/dfou 'bongunon yang
akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebageimana dimaksud
. pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

. (3) Penyertaan ~modal pemerinich daerah atas borong mlllk daerah
: sebogcumcmo dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh
Pengelolo Borong setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) _Penyelrtoon modal pemennfoh doeroh atas borong milik  daerah
: sebogcumono dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh pengguno :
borong setelah mendapat perseTUJuon pengelolc borong
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- - . Pasal 74

(1) Penyertaan modal pemerintah = daerah  atas barang milk daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal /3 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelolo barang mengajukan usul penyertaan modol pemerintah
daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
alasan/pertimbangan dan ketengkapan data;

b.Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; :

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modol pemerintah
daerah; ,

d.proées persetujuon ;penyertodn modal pemerintah daerah dilaksanakan
herpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat '(4)'

e. pengelola barang melaksanakan penyer’roon modal pemenn’foh daerah
dengon berpedoman pada persetujuan Bupo’n

i pehgelolo borong menyiapkan Rancangan Pero’rurqh Daerah tentang

(2)

penyertaan modal'pemerinfoh daerah dengan melibatkan instansi terkait;

g. pengelola barang meyampgikan Rancangan Peraturan.Daerah kepada
DPRD untuk di tetapkan;

h. pengguna barang melakukan serah terima bdrong kepada badan usaha

milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan
dalam berita acara serah terima barang setelah Perda ditetapkan.

Penyertaan modol‘ 'pemermtoh daerah atas barang milk daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 oyoT 1 huruf ¢ dilaksanakan
dengan ketentuan sebogal berikut :

a. pengguna barang menga]ukcm usulan  kepada pengelola barang
disertai alosoh/perhmbongon kelengkapan data, dan hasil pengkopcn
tim intern msidnSl penggunq barang; _

b. pengelola barang meneliti dan mengkojl berdasorkon perhmbongon dan
syarat sebogalmcno dimaksud dalam Pasal 72; :

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,. pengelola
barang dapat memper’nmbangkon unfuk menye’rUJw sesuai  batas

. kewenongonnyo

d.penge!olo borong menylopkon Roncongon Peraturan. Daerah tentang
Penyer’roon Modal Pemerintah Daerah dengon melibatkan instansi terkait;

. pengélolo barang meyompotkon Roncangon Peraturan Daerah kepada
DPRD xUﬂTUk di tetapkan;

|
.
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f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha
milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan
dalam berita acara serah téerima barang setelah Peraturan Daerah
ditetapkan.

)

Pasal 75..

Keterttuan lebih lanjut tentang ’fCITOC-OrO peloksondon penjudldn tukar menukar,
hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik doeroh
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV .
PENATAUSAHAAN

Bagian Perfqma
- Pembukuan

v ; Pasal 76

(1) Kuasa pengguna barang/Pengguna Barang harus:  melakukan
pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar
Barand Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP)
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. - ;

(2) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dglam Daftar
Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi
“barang.

(3) Penggolongan barang dan kodefikasi barang daerah sebagaimana
dimaksud pada oyot (1) dan ayat (2) berpedoman pada keteniuan
yang berlaku.

225 IR I

Pasal 77

(1 )' Kuasa penggunha bourcmg /. pengguna barang harus menylmpon dokumen
kepemilikan barang milik daerah selain tanah don/otau bangunan yang
bérada dolom penguasaannya.

e

(2) Pengelola barang hcrus men?impcn Avdokumen kepemilikan tanah
‘dan/atau bangunan yang berada dalam pengelodannya.

, : ' Bagian Kedua
_ Inventarisasi
K O - " Pasal 78

(1) Pengguho barang bertanggungjawab melakukan inventarisasi terhadap
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sekurang-
kurangnya sekali dalam lima tahun. i :

(2) Dukecu}ohkon dari ketentuan pada ayat (1) terhodop barang milik
" “daerah yang berupa persediaan dan kontruksi ‘dalam pengerjaan,
pengguna barang melakukan lnvenfonsqm sefiap .Tohun : »

|
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(3) Pengguno “barang  menyampaikan  laporan haéil inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola
barang selambat-lambatnya tiga buldn setelah selesainya inventarisasi.

(4) Inventarisasi- sebagaimana dimaksud  pada aya’r (1) meliputi
pencatatan, penllolon pendokumemos:on dan penggunadn barang
daerah.

: Pasal 79

Pengelola barang melakukan inventdrisasi barang milik daerah berupa tanah

dan_atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya
sekoh dalam lima tahun.

Pasal .80 '

(1) Koordiator pengelolaan barang sebagai Pusat Inventarisasi Barang
Daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi
barang Daerah.

(2) Tatacara pelaksanaan inventarisasi barang daerah dl’retopkan dengan
keputusan Bupati. :

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 81

(1) Kuasa pengguno barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguno Tahunan (LBKPT)
un’ruk dlsompoukcm kepada pengguna barang.

(2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Borong Pengguna Semesteran
~ (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan
‘kepada pengelola barang. A i

(3) Pengelola bcrong'horus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)
berupa tanah dan/atau bangunan semesferon‘dqn tahunan.

(4) Pengelola barang. harus menghimpun Laporan Barang Perigguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
sebagaimana dlmoksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Daerah
(LBMD) berupo tanah don/a’rou bongunon sebagaimana dImGkSUd pada
oyo’r (3). :

(5) Pengerolo bdrohg harus  menyusun Laporan Barang milik Daerah
perdasarkan hasil penghlmpunon laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)

1

. Pasal 82
Laporan Borong Milik Daerah (LBMD) sebogolmono dlmaksud dalam Pasal 81‘

ayat (5) dlgunckcm sebogcn bahan untuk menyusun neraca pemerirtah
daerah. = |
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Pasal 83

(1) Koordinator pengelolaan bdrong bertanggung jawab untuk menyusun dan

menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar
-mutasi parang setiap tahun dari semua unit kerja/SKPD.

(2) Koordinator pengeloloon ‘ barang sebcgcumoncs dlmaksud ayat (1)
membuat Rekapitulasi Barang Daerah sebogol bahan penyusunan neraca
pemenn’roh daerah. :

Pasal 84_

(1) Untuk penyusunan Neraca Daerah perlu dilakukan penilaian  yang
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat
dilakukan kerjasama dengan Lembaga Penilaian Independen Bersertifikat
di bidang penilaian aset dan atau Pemlmon Internal berserhflkot di bidang
penilaian aset. :

(2) Terhadap kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan Pihak Ketiga,

penilaian  Barang Daerah harus dilakukan oleh Lembaga Penilaian
* Independen.. : :

(3) Terhadap kebutuhan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), yapg sifatnya untuk kepentingan internal yang memerlukan penilaian
terhadap Barang Daerah, dilakukan oleh Penilai Internal dan  atau
Lembaga Penilai Independen. : ‘ '

(4) ' Tata cara penil’oion Barang Daerah sebogaimono dimaksud pada oyof (1),
_(2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Bagian Peric:mc
Penyimpanan

Pasal 85

(1) Semuo hasil pengodaon barang Daerah diterima oleh pengurus borong
dceroh atau péjobct/pegawol yang ditunjuk oleh Kepala SKPD

(2) Pengurus borong daerah c:’fczu pejabat/pegawai yang dn‘unjuk melokukon
tugas pencatatan barang milik daerah berkewaijiban untuk melaksanakan
OOMINISITCS) pemex\dgmmm\ barang ik daerat. :

(3) Kepala SKPD/UnI’r Kerja selaku atasan langsung pengurus barang milik
daerah, bertanggung jawab atas ™ terlaksananya tertib administrasi
. perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat

(2).

(4) Penenmcon barang milik doeroh sebagaimana dimaksud podo ayat (1),
selonju’rnyo disimpan dalam gudang / tempat penyimpanan barang.

(5) Tata coro penenmoon dan . penyimpanan - barang -milik daerah
sebcgalmonc dimaksud pada oyof ( ), ayat (2), ayat (3), dqn ayat (4),
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dh‘e’ropkon lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e Pasal 86

o

Penerimaan barang milik daerah sebcgolr‘nond dimaksud dalam Pasal
85 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panifia Pemenkso Barang
dan dl’ruongkon dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
sebagai salah satu syarat kelengkapan SUrq’r Perintah Membayar Uang.

Pasal 87

-

_Pémerikscon Barang Daerah dilaksanakan oléh Panitia Pemeriksa Barang

Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 88

"Penycluron barang daerah oleh pengurus barang dilaksanakan atas dasar

Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna Barang / Kuasa
Pengguna Barang dengan Berita Acara Penyerohon

Setiap tahun anggaran Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang waijib
melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelolo Barang melalui
Koordinator pengelolaan barang .

BAB XVI
PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

-Pasal 89

Direksi Perusahaan Doe’rah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
sebagai Penyelenggara Pembantu -Pemegang Kuasa Barang Daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Doeroh
dalam lingkungannya sebcgcn Barang Doeroh yang dipisahkan:

Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi

‘barang secara periodik - dan daftar mutasi barang setiap semester dan

tahunan _Perus‘ohoon Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah: (BUMD).

Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain
barang usaha atau barang dagangan disampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola Barang Daerah sefiqp akhir tahun anggaran perusahaan.

_Inven’r.onsc15| Barang Daerah yang d|plsahkon dilaksanakan oleh Direksi
Perusahaan Daerah (PD) dan dilaporkan kepada Bupati setiap 5 (Ilmo)
’rohun sekali.

. F’osol 90

Tata cara pengelolaan Barang Daerah ycmg dipisahkan ditetapkan dengcn
Peraturan Bupoh sesuai dengan pero’ruron perundcmg undangan yang berlaku.

|
|
i
|
|
|
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. . BAB XVII
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN.PENGENDALIAN

A b Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 21 -
(1) Kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah

- dilaksanakan berdasarkan ketentuan -peraturan perundang- Undongan
yand berloku

(2) Pengenddlian terhadap tertib pelqksdnoon pengelolaan barang
daerah dilakukan oleh pengelola barang.

_ Bagian Kedua % G -
- Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 92

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan, pemonfoo’tan pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan borong milik daerah yang berada di
bawah penguasaannya.

(2). Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebdgmmdno yang dimaksud
pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dlloksonokon oleh kuasa pengguna
barang.

-

(3) Kuasa pengguna barang dan 'penggunc: barang ddpo’r meminta aparat
- pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan
dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Kuasa pengguna barang dan penggund barang m'eninddklonjUﬁ'hosil audit
sebagaimana d|moksud pada oycj’r (3) . sesuai ketentuan perundang-
undangan. : 5

Pasal 93

"(1) Penhgelola barang berwenang Auntu'k melakukan pemantauan dan investigasi

atas pelaksanaan * penggunaan, pemanfaatan, dan  pemindahtanganan
pbarang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan barang milik_doerdh sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)>Sebogoi tindak ‘l'onj'uf sebogoimdna dimaksud pada ayat (1), pengelola
barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit

atas pelaksanaan penggunaan, pemanfdatan, dan pemindahtanganan
barang milik daerah. :

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada oyd‘r (2) disampaikan kepada
pengelola jborong u"muk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

|

|
|
|
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PosoIA94 '
Ketentuan lebih lanjut mengenai To’fo cara peloksonoon Pengawasan dan

Pengendalian atas bdrang = milik daerah diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. :

BAB XVIII -
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

(1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang

@)

(3)

(1)

(2)

menghasilkan penerimaan dcerah dapat dlbenkon msenhf

Pejobo’r/pegowm selaku pemegang barang o bendohqrowon borong
pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan
yang besoronnya disesuaikan dengan kemompucm keucmgcm doeroh

Pemberiah msenhf dan/atau ’runjongcm kepada pejobo’rlpegowm yang
melaksanakan pengelolaan barang milik daerah .sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

i , Pasal 96

Barang ‘milik daerah yang diguhokon oleh badan onondn umum daerah
merupakan kekayaan daerah yang fidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap
barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah
tentang Badan Layanan Umum.

f Pasal 97
Pengelola borong‘ dapat membentuk badan layanan umum dan/atau
menggunakan Jaso pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan
pemlndoh’rongonon borong milik daerah berupa Tonoh dcm/m‘au bonguncn
| S EARIX

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 98

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran
hukum atas pengelolaan barang - milik daerah diselesaikan  melalui
‘tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Seﬂob pihak  yang mengokibo’rkon kerugian doerohA sebagaimana
~dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dcn/oTou
sonksﬁl pidana sesudi dengon percﬁuron perundong undangan.,

|
Sahls
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(2)

(3)

(1)

(2)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini ‘dengan penempatannyo dalam Lembaran Daerah Kabupaten

41 ' -

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

-

sebelum berlakunya Perdfuran Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi
dan diselesaikan dokumen kepemlllkannyo

lnventonsost dan penyelesdian- dokumen kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang
berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang
pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.

Semua biaya yang timbul sebagai dkib_ql‘ pelaksanaan keteh’ruon pada
ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat berlokunyo Pero‘rurcm Daerah ini, semua peraturan yang

mengatur mengenai pengelolaan  barang milik daerah yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diafur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

_mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 101

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Klaten.
| :  Ditetapkan di  Klaten
. pada tanggal 17 Januari 2007,
BUPATI KLATEN,
% -
'SUNARNA
, ’ : : i DWORERSI] {
Diundangkan di Klaten ; ALEH 118k H;ié‘r
peda tanggal 17 Januari 2007 . AR AN/

oL ee5e pukwna| N
1o | b |
LEMBARAN DAER’AH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007. NOM R suse 3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN  [asisten.

A o (O

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bohgunonyong telah ada
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 PENJELASAN
¢ ' :  ATAS
’ * PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TvAHU.N 2007
. e TENTANG |

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMUM.
Pendahuluan’

Dalam rangka menjamin tferlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik daerah  diperlukan adanya kesamaan persepSI
dan langkah secara integral dan menyeluruh dcm unsur-unsur yong 1‘erkon‘
dalam pengelolaan barang milik doerah -

Pengelolcon Barang milik daerah sebagimana diatur dalam P.erd’ruron
Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
masalah di bidang pengelolean barang milik daerah yang dilaksanakan
oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, koordinator
pengelolaan barang, pengelola barang dan Bupafi sesuai fungsi,
wewenang, dan fanggung jawab masing — masing :

b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang — undangan;

c. Asas fransparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah harus fransparan terhadap hak mosyorokcﬁ dalam memperoleh
informasi yang benar ;

d. Asas efisiensi,, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik | daerah digunakan sesuai -batasan - bgtasan standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
Tugos pokok don fun93| Pemennfohcm secora optimal ;

e. Asas Akun’roblh’ros yaitu setiap kegiatan pengelolaan borong milik daerah
harus dapat dlperfanggung jawabkan kepodo rakyat ;

fr Asas kepastian nilai, yanu pengelolaan barang milik daeroh harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik doeroh
serta penyusunan Neraca Pemerintah Daerah,

Gomborjn Umum

Ruang Lingkup Barang Milik Daerah dan Pengelol_ocm’. -

|
i
|
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Ruong Llingkup Barang Milk Daerah dalam Peraturan Daerah ini

mengacu pada pengertian Borong Milik Daerah berdasarkan rumusan
- dalam Pasal 1

angka 10 dan cxngko 11 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentong
Perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut Lingkup Barang
Milik Daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah selanjutnya dalam Peratdran Daerah ini
diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah /
sumbangan / sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian /
kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Undang - Undang dan
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai Lingkup Barang Milik
Daerah dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada: pengertian Barang
-Milik Daerah yang bersifat berwujud ( Tangible ) sebagaimana dimaksud
Bab. VIl Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang — Undang Nomor |
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi
perencanaan kebutuhan - dan pengonggoron - pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan  dan . pemeliharaan,
penilaian, 'penghapusan, pemindahtanganan, penata usahaan,
- pembinaan, pengawasan dan ‘pengendalian. Lingkup pengelolaan
. barang milik daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci
sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan
dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya
penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

b. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pada dasarnya Barang Milik Daerah digunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) aundang — Undang Nomor 1 Tahun

_2004. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa kepala
satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut diatas, maka tanah don / atau
bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan
wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Bupati untuk kepentingan:

penyelenggaraan - tugas® Pemerintahan  Daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang — Undang Nomor 1 Tahun

2004. Bupati melakukan pemanfoo’ron atas tanah dan / atau bangunan

terseput untuk : :

1) digunakan oleh instansi yang memerlukan Tonoh / bongunon dalam
rangka penyelenggaraan tfugas pokok dan fungsinya. melalui
pengalihan status penggunaan ; ;

2) dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam
pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna ; atau

3) dipindahtangankan, dalam bentuk pnjuolan fukor menukar, hibah,
pényerfaon modal Pemerintah Daerah.

-

f
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Dalam Peraturan Daerah ini  diatur pejabat yang melakukan
pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan barang milik
daerah, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik daerah, Sekretaris Daerah adalah pengelola barang, koordinator
pengelolaan barang milk daerah adalah pembantu pengelola
barang, dan -kepala satuan kerja perangkat daerah adalah
pengguna barang. ' _ :

Dasar pengaturan mengenai .wewenang dan tfanggungjawab
pejabat pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah mempunyai fungsinya
mengacu pada Pasal 5 huruf ¢, Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (2),
dan Pasal 49 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004. Bupati
selaku kepala Pemerintah  Daerah  merupakan pemegang
kekvasaan pengelolaan barang milik daerah ~yang teknis
pengelolaannya dilaksanakan oleh : '

a. Sekretaris Daerah sebagai pengélolo barang atas dasar

X pertimbangan bahwa kepala safuan kerja pengelola keuangan

daerah selaku bendahara umum daerah, fungsinya mengacu
pada Pasal 9 ayat (2) huruf i dan Pasal 43 ayaf (2) Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2004, berkedudukon dibawah Sekretaris
daerah ;

b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna
barang, fungsinya mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2)
huruf f dan Pasal 43 ayat (3) Undang — Undang Nomor 1 Tahun

L2004

Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik
Daerah. : '

Perencanaan . kebutuhan barang - milk daerah harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari

‘pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan

sebagai dasar tindakan yang akan datang dalom rangka pencapaian
efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil
perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar dalam
penyusunan perencanaan anggaran pada satuan- kerja perangkat
daerah. Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil

‘barang milk daerah pada satuan perangkat daerah selanjutnya

ménentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan  tugas pokok dcm fungsi Pemerintah
Daerah.

i

Penggunaan Barang Milik Daerah

Pada dasarnya barang-milik daerah digunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satdan kerja perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2004. Oleh karena ity, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2004 barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan

- tugas Pemerintahan Daerah tidak dapat dipindahtangankan. Dalam

rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus -
meloporkon kepada pengelolo barang o’ros semua barang milik doeroh
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.yang diperoleh satuan kerjo percngkc‘r doeroh unfuk dl’re’ropkan s’rotus

penggunaannya.
Pengtausahaan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan, barang milik daerah yang berada dibawgh penguasaan
pengguna barang / kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui
proses pencatatan dalam ‘Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh ‘Kuasa
Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang dan
Daftar Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang. Proses inventarisasi,
baik berupa pendo’roon pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

~ barang

milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses
pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses
pelopordh barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna
barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan.dalam rangka :

- Penyusunan Neraca Pemerintah daerah sefiap tahun ;

- Perencanaan kebutuhan pengodoon dan pemeliharaan barang m|I|k

doeroh setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan
rencana anggaran ;

- Pengamanan administrastif terhadap barang milik daerah.

Pengc\mo‘ndn dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pengamanan adminisirasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik. dan
pengamanan hukum atas barang milik daerah merupakan’ bagian
penting dari pengelolaan barang milik daerah. Kuasa:-pengguna barang,
pengguna barang dan pengelola barang memiliki wewenang dan
tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik daerah yang
berada dibawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Penilaian Barang Milik daerah.

Penilaian barang milik doeroh dlperlukon dalam rangka mendopcn‘kon
nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas
barang mmk daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur
penting (;Iolam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,
pemanfadtan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pemantadtan dan Pemindahtanganan. ' -

Barang milik daerah dcjpo’r dimanfaatkan atau dipindahtangankan
apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dalam konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan kepemilikan
dari pemerintah daerah kepada pihak lain. Sedangkan dalam konteks
pemlndohtongonan akan terjadi peralihan kepemilikan atas borong milik
dderah dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain,
Tohoh dan / atau bangunan yang tidak dlpergunokon sesudi ’rugas
o!kok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada
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Bupati selaku pemegang kekuosoan pengeloloon parang milik daerah.
Penyerahan kembali barang milik daerah tersebut dilakukan dengan
memperhatian kondisi status.tanah dan / atau bangunan, apakah telah
bersertifikat ( baik dalam kondisi bermasalah maupun tidak bermasalah )
atau tidak bersertifikat ( baik dalom kondisi bermasalah maupun tfidak
bermasalah ).

Barang milik daerah berupa ’rcmoh dan / o’rou bangunan yang telah
diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggoroon
Pemerintahan Daerah, yang meliputi fungsn fungsi berikut :

1) Fungsi pelayanan ' : : i
Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan,
dimana barang milik. daerah diglihkan penggunaannya kepada
- instansi Pemerintah Daerah Iamnyo unfuk digunakan dalam- rangka

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2) Fungsi Budgeter : ;
Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan . dan
pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam
bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna

- serah dan bangun serah guna. Sedangkan pemindahtanganan

dilakukan dalam bentuk penjualan, fukar menukar, hiboh, dan
penyertaan modal daerah.
Kewenangan pelaksanaan pemonfoo’ran atau - pemindahtanganan
tanah dan / atau bangunan barang milik daerah dllakukon oleh Bupati,
kecuali hal - hal sebagai berikut :

1) Pemanfaatan tanah dan / atau bangunan untuk meemperoleh fasilitas -
yang diperlukan dalam rangka menunjang fugas pokok dan fungsi
instansi  pengguna dan berada di dalam lingkungan instansi

- penggunad, contohnya : kantin, b_cmk dan koperasi.

2)- Pemindahtanganan dalam bentuk tukar-menukar berupa tanah dan
/ atau bangunan yang masih digunakan untuk ‘tugas pokok dan
. fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penufc:on
kota.

3) Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah
Daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang sejak awal -
pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi
badan USOhCl milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki

*DNieldiercin. _

Pengecuadlian kefemuon tersebut diatas dilakukan oleh pengelola

barang dengan persetujuan Bupati.

PENJEI;LIASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal l . . Cukup Jelas 5
Pasal 2 . Cukup Jelas
|
Pasal 3 : Cukup Jelas -

f . .
Pasall4 : Cukup Jelas
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Pasal 5

ayat (2) huruf b: Termosuk'dolom pengerﬁon ini meliputi = konfrak karya,
konirak bagi hasil, kontrak kerjasama pemanfaatan.

huruf ¢ @+ Misalnyd Undang - Undang Kepabeandh, termasuk
; ,pengerﬂon'ini meliputi  barang milik daerah yand
diperoleh dari aset asing / cina dan se_bogoinyo.'

Pasal 6 : - Cukup Jelas
Pasal 7 . Cukup Jelas ;
Pasal 8 Tt
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) ' A :
hurufas/dc @ Cukup Jelas : ;
huruf d ¢ Nng dimaksud dengan mengafur pelaksanaan adalah

menindaklanjufi persetujuan Bupati secara administratif.
hurufes/df @ Cukup Jelas

pPasal 9 - Cukup Jelas

Pasal 10 ’ - Cukup Jelas

Pasal 1T . - e Cukupdelas

PatalaZ : - Cukup Jelas : S

Pasal 13 ' :

. ayat (1) - Yang dimeksud dengan ketersediaan barang milik

daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang
- ada di pengelola barang maupun pengguna barang.

ayat (2) . Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi
; : perencanaan - kebutuhan pengadaan dan
perencanadn kebutuhan pemeliharaan barang milik

daerah. :
ayat (3) - Yang dimaksud standar kebutuhan adalah standar

sarana dan prasarana

~ayat (4) . Cukup Jelas
Pasal 14 7
ayat (1) s/d (2): Cukup Jelas : -
ayat«(3) ~ . _ Rencana kebutuhan: barang milik daerah tersebut

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuarr kerja perangkat
| daerah. e '

- Termasuk data barang pada penggund barang dan /
: atau péngelola barang adalah Laporan Pengguna
Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang
Tahunan, Laporan Pengelola Barang Semesteran,
Laporan Pengelola Tahunan, dan Sensus Barang serta
Laporan Barang Milk  Daerah Semesteran dan

- Tahunan.

Pasal 1

5 - Cukup Jelas
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Pasal 16
Pasal 17
Po;ol 18
Pasal 19

Pasal 20 -

: Pasal 21

Pasal 22
ayat (1)
“ayat (2)

huruf a

hurufb

Pasal 23
Pasal 24

Pasal 25 -

avat (irsta g

ayat (3)
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Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelqs
Cukup Jelqs"

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Usul penggunaan meliputi barang milk daerah yang
digunakanoleh pengguna  barang - untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, termasuk
borohg milik daerah yang ada pada pengguna barang
yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak

 ketiga atau yang .akan. diadikan penyer’racn modal

daerah.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah
oleh pengelola barang disertai dengan ketentuan :

A PenggUnoAbGrong mencatat barang milik daerah

tersebut dalam- Daftar Barang Pengguna apabila
barang milik daerah itu akan digunakan sendiri oleh
pengguna barang untuk menyelenggorokon tugas
pokok dan fungsinya ;

2. Pengguna barang menyampaikan Berita Acara
Serah Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik
Daerah kepada pengelola barang apabila barang
milik daerah itu akan dihibahkan atau dijadikan
penyertaan modal daerah.

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud findak lanjut pengelolaan dalam ayat
ini, bahwa diupayakan terlebih dahulu memprioritaskan
penefapan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi
Pemerintah lainnya. Yang selanjutnya apabila ternyata
tidak diperlukan / dibutuhkan instansi pengguna lain

© dalam meloksonokon tugas pokok dan fungsi, maka




 Pasal 26
Pa_sol 27

ayat (1)

ayat(2)

ayat (4)

Pesal 29

)

Pasal 30
ayat (1)

-

ayat (2) s/d (4)

ayat (5)

Pasal 3;1

ayat (1 )

|

m\/mf“?\ s/d (3):

ayat 3) . .

Pasal 28
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pemanfaatan terhadap barang tersebut diupayakan
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik
daerah. Pemindahtanganan merupakan upaya terakhir
apabila barang tersebut memang benar-benar sudah

- tidak dopo’r digunakan atau d|monfoa‘rkon

Cukup Jelas

Pemanfaatan ‘bordng - milik daerah untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan

daerah dilakukan oleh pengelola barang dalam rangka
peningkatan. -penerimaan  daerah sebagai sumber
pendapatan daerah yang merupakap bagian dari
pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.

Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan

- penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk

kepentingan kegiatan dilingkungan perkantoran, seperti .
kantin, bank, koperasi, ruang serba guna / aula.

Barang milik daerah selain tfanah dan / atau bangunan
yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah barang
milik daerah yang sudah tidak digunakan oleh
pengguna barang untuk menyelenggarakan atau
menunjang tugas pokok dan  fungsi - instansi
bersangkutan.

Pen‘imbongon' teknis- sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini antara lain kondisi / keadaan barang milik
daerah dan rencana penggunaan / peruntukan.

Cukup Jelas -

Cukup Jelas

Pemanfaatan .barang  milik daerah, selain

penyewaan dapat dipungut retribusi yang dn‘e’rapkon

_ dolom Peraturan Daerah.

Cukup Jelos

Uang sewa dibayar dimuka  sesuai dengan jangka
wakiu penyewaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai
dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang
antar pengguna barang milik daerah yang merupakon
bentuk perubohon status penggunaarr.

Cukup Jelas




Pasal 32

Pasal 33

Fasol 34
ayat (1)
huruf a

huruf b

‘ Pasal 35
ayat (1)

huruf a

huruf b

ayat (4)

-

= Pasalids

i : Pasal 37

oyo'rl' .(1) s/d (2):

) ayat (3)

hurujfo s/d B

J
huruf ¢

|
4

huruf cs/id g ;

ayat (2) SHE -8

gyat (2).s/d (3):

‘Yang dimaksud obyek bangun guna

50

Cukup Jelas -

CUkUp Jelas

Cukup Jelas

Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus
antara lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu
sesuqi dengon Pero’ruron Perundongon yang berlaku.

Cukup Jelczs

Cukup Jelas

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan
bangun guna serah dan, bangun serah guna
disesuaikan dengan kebu‘ruhqn penyelenggaraan 1ugos
pokok dan fungsi.

: Cukup Jelas

Cukup Jelas

Keikutsertaan pengguna borong dan / atau kuasa

"~ _pengguna barang dalam pelaksanaan bangun guna

serah dan bangun serah guna dimulai dari tahap
persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan
sampai dengan penyerahan hasil bangun seroh guna

~dan bongun guna serah.

Yang dimdksuq dengan hasil  adalah b'ongunon.
beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah

‘berakhirnya jor)gkcx waktu - yang diperjanjikan  untuk

bangun guna serah  dan setelah
pembongunon un’ruk bangun serah guna.

selesainya

Cukup Jelas

CQkup Jelas

serah dan
bangun serah Quno dalam ketentuan ini ddalah tanah

; beserto bangunan danratau sarana berikut fosmfosnyo



.Pasal 40
ayat (1)

- ayat (2)

Pasal 41

: ayat (1)

o

W

ayat (2) s/d (-4):

- - Pasal 42 s/d 43
Pasal 44

oyof}f (1)

g
4 oyoi‘t (2)

ayat (4) s/d (7) :‘
Pasal 38 s/d 39 :

>l

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelos>

- Pengamanan administrasi meliputi  kegiatan
pembukuan, penginventarisasian, dan pelaporan
barang milik daerah serta penyimpanan dokumen
kepemilikan secara tertib.

- Pengamanan  fisik Gmordr lain  ditujukan  untuk
mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.

- Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara
lain ~ dilakukan dengan . cara pemagaran dan
pemasangan tanda batas ’fonoh sedangkan untuk
selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan
dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan
melengkapi bukti status kepemilikan.

Yang dimaksud dengan disertifikatkan ‘atas nama
pemerintah daerah adalah penerbitgn sertifikat hak
atas tanah milk pemerintah daerah langsung atas
nama pemerintah kabupaten.

Selanjutnya Bupati akan menerbitkan surat penetapan
status - penggunaan tanah kepada masing-masing
pengguna barang / kuasa pengguna barang sebagai

dasar penggunaan tanah tersebut. Hak -atas tanah

yang dpat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundong — undangan yang

berloku
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu
rangkaian kegiatan untuk menjaga  kondisi  dan
memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu
dalam keadaan baik dan siap um‘uk digunakan secara
berdaya guno dan berhasil guna.

Daftar Kebutuhon Pemeliharaan Barang merupokon g
bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
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ayat (3) s/d (4): '

Pasal 45

ayat (1)

vt (2]

Pasal 46 s/d 50
Pésal 51
ayat (1)

-

ayat (2) s/d (3):
. Pasal 52 - :

ayat (l)

i

ayat (2) s/d (3):

Pasal 53
ayat (1)
ayat (2)

ayat (3) s/d (5):

J
1

-+ Pasal{54

-
|
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Cukup Jelas

chg'dimoksud secara berkala dalam ayat ini adalah
setiap 6 (enam) bulan sekali / persemester.

Cukup Jelas

- Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan tim oéfaloh-paniiio pehoksir
harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.

Yang dimaksud’ dengan penilai indepen-den adalah
penilai yang bersertifikat di bidang penilaian aset yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Cukup Jelas

-

Yang dimaksud dengan tim adalah panitia penaksir

harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait. .

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah
penilai yang bersertifikat -di bidang penilaian aset yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Cukup Jelas

‘Cukup Jelas

Barang milik daerah sudah fidak berada dalam
penguasaan- penggund parang dan. / atau kuasa
pengguna barang disebabkan karena :

Penyerahan kepada pengelola barang ;*

1

Pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan
/ atau bangunan kepada pengguna barang lain ;

Pemindahtanganan atas bdr_ong milik daerah selain
tanah dan / atau bangunan kepada pihak lain ;

Pemusnahan ;

Sebab - sebab lain antara lain® karena hilang,
kecurian, ferbakar, susut, menguap, mencair.

Cukup Jelas




S8

" ayat (1) : Yang dimaksud dengan beralihnya kepemilikan
adalah karena atas barang milik daeTah dimaksud
telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka
' , menjalankan putusan pengadilan  yangd telah
' memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tfidak.
ada upaya hukum lainnya. :

~ Yang dimaksud karena sebab- sebab lain antara lain
adalah karena hilang, ~ kecurian, terbakar, susut, -
menguap, mencair. : :

ayat (2) s/d {3): Cukup Jelas.

_P_osol oo
dyo’f (1)
huruf a : Cukup Jelas
huruf b b Yang dimaksud dengan ‘sesual ketentuan
pe‘rundong-undongon “antara .« lain  seperti Undang-
- undang Kepabeanan :

ayat (2) s/d (4): Cukup Jelas

Pasal 56 1 Cukup Jelas
“pasal 57 '
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2)
huruf a o - Tidak sesuai dengan tata ruong wilayah artinya pada

lokasi tanah dan / afau bangunan  milik, daerah

~ dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan / atau

73 : fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan
‘ * : wilayah perkantoran menjadi wilayah perdogongon.’

-Tidak =sesuai dengan pencﬁooh kota artinya atas’
tanah dan / atau bangunan milik daerah dimaksud
perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat

pada perubahan luas tanah dan / atau bangunan
& : tersebut. S

huruf b .. Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas
T tanah- fersebut untuk dirobohkan yang selanjuinya
' didirikan bangunan baru diatas tanah yang samd (
Rekonsiruksi ) sesuai dengan alokasi anggaran yadng
- telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

huruf . Yang dimaksud dengan tanah dan / atau bangunan
| diperuntukkan bagi Pegawdai Negeri adalah :

_ Tanah dan / afau _bcngunan,, yang merupakan
kategori rumah daerah golongan Hl




huruf d

A Tempat pembuangan sampah ;

54

- Tanah yang merupakan tanah kovliné yang menurut
perencanaan awal pengadaannyd untuk
pembangunan perumahan Pegawai Negeri.

Yang dimoksudkah dengan kepentingan umum adalah
kegiatan yand menyangkut kepentingan bangsa dan .

“negaraq, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama,

dan afau kepentingan pembangunan.

Kotegdrivbidong—bidong kegiatan yang termasuk untuk
kepentingan.umum antara lain sebagai pberikut :

- Jalan umum;, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum
/ air bersih‘dqn / atau saluran pembuangan air ;

© - Waduk, 'bendun.gon dan bangunan pengairan

lainnya Termasuk'soluronzirigosi ;

- Rumah sakit umum ‘dan pusat-pusat kesehatan’
masyarakat ; .

_ Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api
afau terminal ; : : ‘

- Peribadatan ;

_ pendidikan atau sekolah ;

- Pasar umum .

- Fasilitas pemakaman UmMmum ;

- Fasilitas keselamatan umum seperfi onioro an
_1qnggul pen_onggulcngan bahaya banixr. lohar don
lqin-lain bencand ;

_ Pos dan telekomunikasi ;

- Sarana olah raga ;

-

- Stasiun  penyiaran rqdio, televisi beserta sarand

pendukungnya uniuk lembaga penyiaran publik ;

-V Kantar pem_erimoh, pemerintah daerah, perwakilan
negara asing, perserikatan Bangsa-Bangsa. lembaga
internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa : '

_ Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negard Republik_-\ndonesia sesual  dengan fugas
pokok dan fungsinya ;

- Rumah susun sederhanad ;




ayat (3) s/d (4):

Pasal 58
Pasal 59
ayat (1) s/d (2):

ayat (3)

ayat (4)
ayat (5)

= hurul-a

huruf b
Pasal 60 s/d 65 :
Pasal 66

ayat (1)

ayat (2.) a8

- Pasal 67
ayat (1)
ayat (2)

ayat (3) s/d (4):

-

=
Pasal 68

- Cagar alam dan cagar budaya ;

el

-

- Pertamanan ;

- Panti sosial ;

- Pembangkit, transmisi, distribusi fenaga listrik. -
Cukup Jelas

Cukup Jelo§

Cukup Jelas

lelang adalah  penjualan daerah

barang milik
dihadapan pejabat lelang’ ‘

Cukup Jelas

Yang termasuk - barang milik daerah yang persifat
khusus adalah barang-barang yang diatur secara
khusus sesuai dengan peroturon‘perunddngon yang
berlaku : misalnya rumah daerah golongan Il yang dijual
kepada penghuni, dan kendaraan dinas perorangan
pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Tukar menukar sebogairhcno dimaksud dalam ayat ini

ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat

menyediakan tanah dan / atau bangunan pengganti

Yang dimaksud Vdengan pihak §Wos’ro- dalam ayat ini
adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan
hukum maupun perorangan.

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan sesudi batas kewenangan
dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 57. _

Cukup Jelas
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ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2)
horufas/db Cukup Jelas
huruf c . . Yang dimaksud sesuai vbotos kewenangadn .dqlom ayat
T ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
o _ 58 ayat (1). :
huruf d‘s/.d a8 i Cukup Jelas
f’csol 69 it Cukup Jelas
Pasal 70
ayat (1) : Cukup Jelas
~ayat (2) : Yang: -dfmcksud dehgon sesudi batas kewenangan

dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 57. : - :

oycﬁ (3) s/d (4): Cukup Jelas

Pdsal 71
ayat (1)
hurufas/db Cukup Jelas
- huruf . Barang .milik dderqh berupa- tanah dan / aiau
: bangunan  yang. ‘dari  awal  pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan
_ adanya penetapan Bupati.
6 ' hurufds/df @ - Cukup Jelas | 3
7 ayat (2)
huruf as/d s Cukup Jelas
_hurufc g Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenon'gon
- dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1).
e hurufds/de @ Cukup Jelas
" pasal 72 i Cukup Jelas
1 Pasal i

ayat (1) | e LTt : & N




hueil e's/cl b

’ huruf c

ayat (2)

| ‘ Pasal 74
. ayat (1)

huruf a

-

huruf b

. huruf ¢

huruf d s/d h

’ A ; ayat (2)

huruf a

hUFLIbe

huruﬁ"c

|
huru¢ el 5/cf

Pasal “{'5

ayat (3) s/d (4):

57

Cukup Jelas

Barang milik daerah selain tanah dan / atau bcmguncm

~ yang dimaksud pada ayat ini mellpuh

- Barang ml||k daerah selain tanah dan / atau
bangunan yang dari awal pengadaannya untuk
disertakan sebagai modal pemerintah ;

- Barang -milik daerah selain tanah dan / atau
bangunan vyang . lebih optimal untuk disertakan
sebagai modal pemerintah daerah. : '

Yang di'mdksud dengan sesuai batas kewenungon
dalam ayat ini adalah sebogmmcno yang dimaksud
dalam Pasal 57

-

-Cukup Jelas

Cukup Jelas -

Termasuk  dalam : kégioToh pengkajian  adalah

" kegiatan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Doeroh

dan pengelola barang. -

Barang milik daerah berupa tanah dan / atau
bangunan yang . dari  awal pengadaannya
direncanakan  unfuk - disertakan  sebagai  modal
pemerintah  daerah tidak memerlukan adanya
penetapan Bupati. | g

Cukup Jelas

Apabila perolehan barang milik daerah berasal dari
pengeluaran anggaran, maka usulan  penyertaan
modal pemerintah daerah disertai hasil audit Badan
Pemeriksa Pemerintah Daerah.

: Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan

koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan
pengguna barang.

Yang dimaksud dengan sesuadi batas kewenangan

~ dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (1).

- Cukup Jelas

Cukup Jelas




Pasal 76

ayat (1)

ayat (2) s/d (3):-

‘Posol 77 .
Pasal 78

“ayat (1)

ayat (2)

ayat (3) s/d (4):

Pasal 79 s/d 101 :

58 -

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk barang milik
daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu
sekurang-kurangnya sekali dalam lima “tahun adalah
sensus barang.

Yang dimaksud dengan inventarisasi - terhadap
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain
opname fisik. ;

Cukup Jelas

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 1

=




